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TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS LINGKUP

!
[

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA \

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasél

126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negéri
Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan  Daerah dimana
disebutkan bawa mekanisme pengelolaan
anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan
‘dalam Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman:
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkap
Peraturan Bupati tentang  Mekanisme
Pengelolaan Anggaran Kas Lingkup Pemerintah

Kabupaten Soppeng.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukanr Paerah Tingkat F di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub]il}c
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha.q
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); |

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400y;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat |



10.

11.

12,

13.

14.

'Tdmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuiolik

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indone;sia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2q05
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasgi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republ}'k .
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomdr
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4378);

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 14);

Peraturan Pemerintah Nomeor 39 Tehun 2007
tentang  Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelom
Keuangan Daerah; ‘

17. Peraturan Bupati Soppeng’ Nomor
23/PER-BUP/XI1/2009 tentang  Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkai.n : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
! PENGELOLAAN ANGGARAN KAS LINGKUP
L PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

5 BAB I
KETENTUAN UMUM

A’ Pasal 1 |
Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Soppeng. ‘

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/

E disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Soppeng,

SKPKD yang  mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

S.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

6. Bendaharg Umum Daerah yang selanjutnya disebyt
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Pengguna Anggaran  adalgh pejabat pemegang
Wewenang pengguna anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya,



arus kas kéluar untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

BAB I
MEKANISME PENETAPAN ANGGARAN KAS

Pasal 2

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA—%KPD
menyusun rancangan anggaran kas SPKD.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud
ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD
bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. ‘

(3) Pembahasan rancangan anggaran  kas KPD

dilaksanakan bersamaan  dengan  pembahasan
DPA-SKPD.

Pasal 3 ‘

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah
daerah guna mengatur ketersediaan dana -yang cukup
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber Qan
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

BAB III
PERGESERAN ANGGARAN KAS

! Pasal 4

(1) Anggaran kas yang telah ditetapkan dapat diubah atas
persetujuan PPKD selaku BUD

(2) Keadaan yang dapat mengubah anggaran kas yang telah
ditetapkan adalah :

a. Perubahan APBD ataupun Mendahului Perubahan
APBD.

b. Ketersediaan dana di kas daerah yang tidak sesuai
dengan  penghitungan perencanaan semqla
terutama bila ketersediaan dana di kas daerah
berada di bawah rencana, sehingga harus dilakukan
kembali penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan
ataupun pencairan dana dari kas daerah.

C. Pelaksanaan kegiatan yang dimajukan dengan
alasan mendesak yang diluar kuasa dari PPKD
selaku BUD dan diusulkan oleh SKPD.

d. Pelaksanaan kegiatan yang mengalami penundaan.

[}



(3) Kepala 'SKPD mengajukan permohonan perubahan
anggaran kas kepada PPKD selaku BUD dengan
mencantumkan alasan perubahan anggaran kas.

{4) Perubahan anggaran kas dapat dilakuken paling
banyak 2 (dua) kali setiap triwulan.

(5) Penetapan perubahan anggaran kas tetap
memperhatikan ketersediaan dana di kas daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
| pada tanggal 20 Juni 2017
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Diundangkan di Watansoppeng

pada tanggal 21 Juni 2017

?lt SEKR‘ETARTS DAERAH
. KABUPATEN SOPPENG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 30




